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Abstract 
This study aims to uncover the factors causing non-compliance in the swallow's nest tax in Kutai 
Kartanegara from the perspective of the tax authorities and taxpayers. This research is motivated by the 
phenomenon of low levels of compliance with swallow's nest tax in Kutai Kertanegara Regency based on 
data from 2017-2023Qualitative approach used in this study with data collection was conducted through 
in-depth interviews with several informants who are tax officials and taxpayers of swallow's nest who meet 
the established criteria. The results revealed that taxpayer non-compliance is caused by a lack of knowledge 
and awareness, ineffective socialization, uncertain income, high tax rates, minimal audits and application of 
tax sanctions, and the absence of an authority that regulates the market price of swallow's nest. This study 
recommends increasing tax socialization and sanction enforcement to improve taxpayer compliance. This 
study contributes to the development of tax implementation to focus on factors that can reduce non-
compliance with the swallow's nest tax, thereby increasing regional revenue. 

 
Keywords: compliance; non-compliance; swallow’s nest tax; taxpayer 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak sarang burung 
walet di Kutai Kartanegara dari persfektif fiskus pajak dan wajib pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pada pajak sarang burung walet di kabupaten kutai kertanegara 
berdasarkan data pada tahun 2017-2023  Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian dengan 
pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap informan yang merupakan 
pegawai pajak dan wajib pajak dari sarang burung walet. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran, sosialisasi yang 
belum efektif, penghasilan yang tidak menentu, tarif pajak yang tinggi, minimnya pemeriksaan dan 
penerapan sanksi pajak, serta ketiadaan otoritas yang mengatur tentang harga pasaran sarang burung walet. 
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi pajak dan penegakan sanksi dalam rangka 
mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi ini berkontribusi pada pengembangan implementasi 
perpajakan untuk berfokus pada faktor yang dapat menurunkan ketidakpatuhan pajak sarang burung walet 
sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. 
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1. PENDAHULUAN 

Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Timur dengan karakteristik geografis dan iklim 
yang mendukung industri sarang burung walet. Industri ini merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang di 
wilayah ini. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan untuk berbagai keperluan industri, 
baik itu makanan, obat-obatan tradisional, dan kosmetik. Hasilnya, industri sarang burung walet merupakan sumber 
pendapatan bagi penduduk setempat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerapkan pajak pada industri ini untuk 
mendapatkan pendapatan tambahan. Selama tujuh tahun terakhir, penerimaan pajak dari industri sarang burung walet di 
Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, realisasi perolehan pajak hanya 
mencapai sekitar 2,93% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 1.760.250 dari target Rp 60.000.000, yang 
menunjukkan tingkat pemungutan pajak yang sangat rendah. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2018 dengan realisasi 
mencapai 71,58% dari target Rp 50.990.000. Pada periode 2019 hingga 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan 
dengan realisasi yang melebihi target, yaitu berturut-turut sebesar 116,68%, 168,39%, dan 129,46%. Namun, pada tahun 
pada tahun 2022 realisasi pajak kembali menurun menjadi 79,60% dari target yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 164.399.000. 
Penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 34,61% dari target Rp 300.000.000. 
Kondisi ini menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam penerimaan pajak sarang burung walet. Tidak 
konsistennya penerimaan daerah atas pajak sarang burung walet ini tidak terlepas dari isu ketidakpatuhan wajib pajak. Data 
kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kutai Kartanegara selama tujuh tahun terakhir menunjukkan ketidaksesuaian 
yang signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang benar-benar membayar pajak. Pada tahun 2017, terdapat 
183 wajib pajak yang terdaftar, namun hanya 4 di antaranya yang melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jumlah wajib 
pajak terdaftar meningkat secara bertahap setiap tahun, mencapai 346 pada tahun 2023. Namun, angka wajib pajak yang 
membayar pajak tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya berkisar antara 11 hingga 17 wajib pajak per tahun 
sejak 2018 hingga 2023. Kondisi ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang sangat rendah di antara para wajib pajak 
sarang burung walet, meskipun populasi wajib pajak bertambah. 
Terdapat beragam faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak muncul, menurut Yanti et al., (2024) [1] 
menyatakan bahwa Kurangnya intensitas sosialisasi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban perpajakan 
berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, baik dari kalangan pengusaha maupun petani, mengenai 
kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidakpahaman ini berimplikasi pada ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, di mana 
banyak wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, bahkan terdapat pula 
yang sama sekali tidak melakukan pelaporan. Selain aspek pemahaman, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak turut 
menjadi faktor utama yang memperburuk tingkat kepatuhan. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor internal, 
seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah serta minimnya 
pengetahuan mengenai ketentuan pajak sarang burung walet. Di samping itu, faktor eksternal juga berperan, seperti kondisi 
infrastruktur jalan yang masih rusak serta hambatan dalam mengakses wajib pajak secara langsung, yang turut menghambat 
upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kemudian menurut Rahmatika & Salim, (2021) [2] dalam penelitiannya 
menyebutkan bahwa tarif pajak adalah salah satu aspek yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak. Ini menjadi 
hambatan karena pengenaan tarif pajak yang tinggi membebani wajib pajak. Kemudian menurut Murniyanti, (2021)  [3] 
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak menjadi penyebab 
ketidakpatuhan wajib pajak. Saat pegawai memeriksa wajib pajak yang tidak patuh, muncul sejumlah alasan. Banyak orang 
yang masih percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan, bahkan ada yang secara sadar memilih untuk 
mengabaikan dan tidak mau untuk membayarkan pajaknya  walaupun sebernarnya wajib pajak telah memiliki 
pemahaman tentang kewajiban untuk membayar pajak. 
Akibat dari ketidakpatuhan ini adalah berkurangnya pendapatan asli daerah yang tersedia untuk membayar layanan 
masyarakat dan berbagai program pembangunan. Menurut Erani, (2020) [4] penegakan hukum diperlukan untuk 
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mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak guna memastikan pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan secara 
tepat waktu. Langkah ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, 
penegakan hukum dan pemungutan pajak yang tertib dan efektif menjadi sangat penting. Peneliti tertarik memilih lokasi 
penelitian diwilayah Kutai Kartanegara, khususnya pada Desa Sebelimbingan karena di daerah tersebut terdapat banyak 
pengusaha sarang burung walet yang menjadi objek pajak. Mayoritas 90% penduduk di desa tersebut memiliki usaha sarang 
burung walet, namun wajib pajak sarang burung walet di daerah tersebut masih terkendalam dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Dalam hal ini, terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dan membayar 
perpajakannya baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. 
Ketidakpatuhan pajak merupakan salah satu tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pada sektor 
pajak sarang burung walet. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai kondisi yang membentuk sikap dan 
keputusan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pertama kali teori atribusi (atribution theory) dikemukakan pada 
tahun 1958 oleh Fritz Haider. Teori atribusi (atribution theory) menjelaskan bagaimana individu menentukan faktor 
penyebab di balik suatu tindakan atau keputusan yang diambil, serta dasar yang mendorong individu untuk bertindak atau 
memilih cara tertentu dalam bertindak [5]. Teori atribusi (atribution theory) menyatakan bahwa perilaku suatu individu 
ditentukan dari apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau faktor eksternal [5]. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, (2022) [6] pajak daerah 
merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah, yang sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan 
langsung bagi pembayarnya. Pajak daerah bertujuan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu objek pajak daerah yang diatur secara khusus adalah pajak sarang burung 
walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024, (2024) [7], pajak ini bebankan 
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak yang 
dikenakan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tersebut. Dasar pengenaan pajak pada sarang burung 
walet yaitu nilai jual sarang burung walet yang merupakan perkalian dari harga pasar yang berlaku dan volume sarang 
burung walet saat panen. Tarif pajak yang berlaku atas sarang burung walet di Kutai Kartanegara adalah sebesar 5%. Pajak 
yang harus dibayarkan atas sarang burung walet yang dihitung melalui perkalian dasar pengenaan pajak dan tarif pajak 
sebesar 5%. 
Namun demikian, ketentuan hukum yang sudah tersedia belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat kepatuhan yang 
memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu sikap yang taat dan disiplin 
terhadap aturan. Sebaliknya, ketidakpatuhan berarti adanya sikap mengabaikan atau menolak untuk tunduk pada aturan 
yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan tindakan yang tidak 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak membayar pajak, hingga 
tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan [8]. 
Penelitian terkait pajak sarang burung walet masih sangat terbatas dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya [9,10,11]. 
Penelitian mengenai kepatuhan lebih banyak dilakukan dalam konteks pajak lainnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi 
dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor [3,12,13,14], sehingga dengan fenomena demikian dan fakta bahwa adanya 
potensi ekonomi yang tinggi pada sarang burung walet di Kutai Kertanegara namun dengan kontribusi yang rendah 
terhadap penerimaan daerah, peneliti tertarik untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pajak sarang burung walet 
di Kabupaten Kutai Kertanegara. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Menurut Deacon dalam Kartadinata et al., (2020) 
[15] penelitian interpretatif meneliti tentang bagaimana cara manusia mengartikan dan mengekspresikan apa yang dipahami 
dalam kehidupan sosial. Informan pada penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling, yaitu penentuan informan 
dengan berdasarkan kriteria tertentu [16]. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada 
pertimbangan bahwa informan memiliki keterkaitan dengan pajak sarang burung walet serta dapat memberikan informasi 
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yang relevan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini yaitu petugas 
pajak yang memungut pajak sarang burung walet dan wajib pajak sarang burung walet dengan kriteria seperti: pemilik 
usaha sarang burung walet, sudah menjalankan usaha lebih dari 1 tahun dan sudah mengalami masa panen. Informan dalam 
penelitian ini sebanyak 5 yakni 1 fiskus pajak dan 4 wajib pajak. Berikut adalah tabel yang berisi informasi dalam penelitian 
ini: 

Tabel 1. Informan Penelitian 

 

 
 
 
 
 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informan yang merupakan fiskus 
pajak dan wajib pajak sarang burung walet. Pengumpulan data melalui dokumentasi diperoleh dari laporan Badan 
Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data juga 
dilakukan melalui observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. 
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan terpilih, dilakukan pengolahan dan analisis 
data dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman (1984) yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan 
hingga memperoleh data pada titik jenuh. Analisis data terdiri dari tiga tahap penting, yakni reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verifications). Data yang telah 
diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk naskah (narasi). Uji keabsahan data dalam penelitian ini mengunakan metode 
triangulasi. 
Triagulasi juga digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, (2014) [16] Tri-
angulasi sumber adalah metode dalam suatu penelitian kualitatif yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan 
membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Proses triangulasi dalam 
penelitian ini dilakukan dengan melibatkan informan yang bukan hanya dari wajib pajak namun juga dari pegawai pajak 
yang bertugas di bagian pajak sarang burung walet. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya mengumpulkan data melalui 
wawancara tetapi melakukan observasi lapangan atas praktik yang berkaitan dengan sarang burung walet. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak pada pembudidaya sarang burung walet disebabkan oleh 
sejumlah faktor yang berkaitan dengan teori atribusi oleh Fritz Haider (1958). Teori atribusi mengemukakan bahwa ketika 
perilaku seseorang diamati, sebuah upaya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab perilaku tersebut. Penyebabnya dapat 
berasal dari faktor internal dan eksternal. Individu akan terpaksa berperilaku tertentu sesuai dengan situasi atau lingkungan, 
jika perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan perilaku yang dipicu oleh faktor internal diyakini 
sepenuhnya ada dalam kendali individu tersebut. Ditemukan bahwa faktor ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet 
adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang termasuk faktor internal serta sosialisasi yang 
belum efektif, penghasilan yang tidak menentu, anggapan tarif pajak yang tinggi meskipun sudah diturunkan,minimnya 
pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak, serta ketiadaan otoritas yang mengatur tentang harga pasaran sarang burung walet 
merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet yang termasuk faktor eksternal. 
Penelitian ini menemukan rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagian 
besar wajib pajak sarang burung walet tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban dalam perpajakan, 
hak-hak sebagai wajib pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak sesuai regulasi yang ditetapkan. Kurangnya 

No Inisial Jabatan/Status Masa Uasaha 
1 MT Fiskus Pajak (bidang penagihan) - 
2 M Wajib Pajak 6 Tahun 
3 J Wajib Pajak 7 Tahun 
4 RU Wajib Pajak 12 Tahun 
5 A Wajib Pajak 9 Tahun 
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pengetahuan wajib pajak ini menyebabkan ketidakpatuhan karena para wajib pajak tidak tahu kewajiban yang harus 
dipenuhi serta bagaimana secara detail proses pemenuhan kewajibannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Dinata, 
(2022) [13] bahwa ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap 
peraturan dan kewajiban perpajakan karena rendahnya pengetahuan masyarakat. Penelitian dari Gunawan et al., (2022) 
[17] juga sejalan dan menunjukkan bahwa pengetahuan adalah faktor pemicu bagi seseorang ketika dihadapkan pada pilihan 
untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan akan menjadi  
sebab adanya kepatuhan wajib pajak. Begitu pun sebaliknya semakin rendahnya pengetahuan semakin akan menjadi sebab 
munculnya ketidakpatuhan wajib pajak. 
Di samping itu, penelitian ini juga mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya 
membayar pajak. Pajak kerap dipandang sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi 
pembudidaya sarang burung walet. Persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak turut memperkuat sikap enggan untuk 
patuh, karena terdapat anggapan bahwa pajak yang dibayarkan berpotensi disalahgunakan atau tidak dikelola secara 
transparan. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian Murniyanti, (2021) [3] yang mengungkapkan 
bahwa ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena 
adanya anggapan dari masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan semestinya. Hasil penelitian 
Herdiatna & Lingga, (2022) [18] juga sejalan dengan menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya  bahwa setiap wajib pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi atas 
kewajiban perpajakannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak telah dilaksanakan oleh fiskus melalui berbagai media, baik secara 
daring maupun luring, namun masih belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak sarang 
burung walet. Terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi, sementara sebagian lainnya telah 
mengikuti sosialisasi namun tetap mengalami kesulitan dalam memahami secara rinci ketentuan perpajakan yang berlaku. 
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih belum mampu menjangkau dan meningkatkan pemahaman wajib 
pajak secara menyeluruh. Hal ini sejalan temuan penelitian oleh Sofyan & Sudirgo, (2023) [19] yang menyebutkan bahwa 
sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Proses sosialisasi yang dilaksanakan tidak 
efektif dalam mencapai sasaran dan gagal menyampaikan penjelasan yang dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak. 
Penelitian dari Sihura & Prastyatini, (2023) [20] menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak bisa terlihat dari intensitas dilakukannya sosialisasi melainkan 
dipengaruhi oleh berbagai alasan termasuk pada motivasi diri wajib pajak. 
Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya kendala lainnya dalam memenuhi kepatuhan perpajakan yaitu 
ketidakpastian penghasilan yang dialami oleh wajib pajak sarang burung walet. Produksi yang terjasi secara fluktuatif dan 
harga pasar yang tidak stabil menyebabkan penghasilan wajib pajak tidak menentu. Terutama ketika penghasilan yang 
berada pada titik rendah, pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi sulit dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara et al., (2023) [21] yang mengindikasikan bahwa pendapatan merupakan faktor 
yang dapat memengaruhi perilaku untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Perbedaan tingkat pendapatan antar wajib pajak 
dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pendapatan 
tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak, sementara wajib pajak dengan pendapatan rendah sering kali 
kurang patuh dalam membayar pajak. Penelitian dari Ezer & Ghozali, 2(017) [22] juga mengemukakan bahwa tingkat 
pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penghasilan yang diperoleh akan  memengaruhi wajib 
pajak untuk memenuhi kewajibannya karena jumlah besar yang dimiliki. 
Dari sisi kebijakan, meskipun pemerintah daerah telah berupaya menurunkan tarif pajak sarang burung walet yang semula 
sebesar 10% menjadi 5%, sebagian besar wajib pajak tetap menilai bahwa tarif tersebut masih tergolong tinggi. 
Ketidakseimbangan antara penghasilan yang diterima dan jumlah pajak yang harus dibayarkan menimbulkan persepsi bahwa 
beban pajak yang dikenakan memberatkan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Rahmatika & Salim, (2021) [2] yang 
menyebutkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang 
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tinggi menyebabkan turunnya kepatuhan wajib pajak.  Serta hasil penelitian dari Deo et al., 2022) [23] juga menyebutkan 
bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Selain itu, belum adanya pemeriksaan pajak sarang burung walet secara berkala oleh fiskus pajak dan tidak tersedianya 
ketentuan yang secara spesifik mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban pajak sarang burung walet menambah rendahnya 
tingkat kepatuhan. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan ancaman hukuman yang tegas menciptakan ruang aman bagi 
wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Serta ketiadaan otoritas yang mengatur harga dan mekanisme 
penjualan sarang burung walet menyebabkan wajib pajak bebas menentukan harga jual tanpa adanya pengawasan yang 
ketat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan pendapatan, tetapi juga menyulitkan fiskus dalam menentukan 
dasar pengenaan pajak yang akurat. Akibatnya, banyak wajib pajak merasa memiliki keleluasaan untuk menghindari 
kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran 
pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Maulidati, (2016) [24] yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak 
sarang burung walet yang bersifat self assesment system, yang mengedepankan sikap kejujuran dan kesadaran dari wajib 
pajak,  menjadi dorongan bagi wajib pajak sarang burung walet untuk tidak jujur mengenai nominal transksi yang 
sebenarnya. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas membuat wajib pajak sarang burung walet memandang sebelah mata 
kebijakan yang ada serta tidak merasa takut jika tidak memenuhi kewajiban terhadap perpajakannya. Penelitian dari 
Wardani et al., (2018) [25] juga menyebutkan bahwa sanksi pajak juga merupakan faktor penting dalam memengaruhi niat 
wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak di sisi lain dapat mendorong wajib pajak untuk 
patuh, sementara ketiadaan sanksi yang jelas atas pelanggaran pajak dapat menyebabkan adanya dorongan  ketidakpatuhan 
pada wajib pajak. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet 
disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sosialisasi 
yang belum optimal, serta penghasilan yang tidak menentu. Meskipun tarif pajak telah diturunkan, sebagian besar wajib 
pajak masih merasa terbebani dan menganggap pajak tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, 
ketiadaan pemeriksaan dan sanksi tegas, serta tidak adanya otoritas yang mengatur harga dan mekanisme penjualan sarang 
burung walet, turut memperkuat rendahnya kepatuhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam 
edukasi, pengawasan, dan regulasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pembudidaya 
sarang burung walet. 
Bagi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara, diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara 
rutin kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta melaksanakan 
pengawasan dan pemeriksaan secara rutin kepada wajib pajak sarang burung walet untuk memastikan wajib pajak telah 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, diharapkan bagi Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan harga 
pasar bagi sarang burung walet sehingga dapat mnejadi pijakan bagi pengusaha sarang burung walet dalam bertransaksi 
maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan metode 
kuantitatif dalam menganalisis penyebab ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet. Dengan metode kuantitatif, 
peneliti dapat melakukan generalisasi terhadap faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak sarang burung walet serta 
memberikan pemahaman yang lebih terukur dan luas. 

KONTRIBUSI PENULIS: Konseptualisasi, metodologi, validasi, analisis formal, investigasi, sumber daya, 
kurasi data, penulisan—persiapan draf asli, menulis—meninjau dan mengedit, Faudia Nur Bahtiar dan Agus 
Setiawaty.  
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